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Abstralk

Latar belakang penelitian ini dimulai dari adanya ketidakjelasan hak atas
tanah yang telah terdaftar pasca terbitnya Peraturan Menteri Pekarjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Penetapan Garis
Sempadan Sungai dan Sempadan Danau. Masalah yang muncul dari terbitnya
Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2018 adalah tidak adanya kepastian hukum
hak atas tanah yang telah terdaftar sebelum berlakunyz Permen tersebut
selain itu dampak dari terbitnya Permen PUPR Nornor 28/PRT/M/2018
mendelegasikan kewenangan supaya pejabat yang ditunjuk mengeluarkan
aturan berupa penetapan garis sempadan sungai di wilayshinya maging-
masing. Faktanya hampir tidak ditemukan khususnyz di Kabupaten Muara
Enim penetapan garis sempadan sungai yang dibuat cleh pejabat yang
ditunjuk Permen tersebut. Tujuan penelitian adaish untuk menganalisis
Bagaimana kepastian hukum hak atas tanah yang sudah terdaftar setelah
berlakunya Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2018, dan Bagaimana Dampak
hak atas tanah yang sudah terdaftar setelah berlakunya Parmen PUPR Nomor
28/PRT/M/2018, dan Bagaimana seharusnya hulum mengatur mengenai hak
atas tanah bersertipikat yang ditetapkan sebagai garis sempadan Sungai
dimasa mendatang demi memberi keadilan yang soimbang bagi pemerintah
dan pemegang hak atas tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah normatif. Dengan metode studi kepustakaan, dan menggunakan pendelkatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus, yang kemudian
dianaligis secara deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukan bahwa Hasil
penelitian ini adalah bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional segera mengeluarkan Peraturan Teknis terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 agar adanya kepastian
hukum bagi kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki masyarakat khususnya di wilayah
garis sempadan sungai. Pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan baru
tentang penetapan garis sempadan sungai dan mencabut seluruh peraturan
yang lama, demi terwujudnya kepastian hukum. Pemerintah perlu melakukan
mhpad;msmahtdmmemhuﬂmmﬁmgiuuhakmgdimﬂmoleh
pemilik tanzh yang ditetapkan pemerintah sebagai garis serpadan sungai.

Eata-Kata Kunci : Kepastian Hukum, Hak atas Tanah, Garis Sempadan Sungai. Objek
Jaminan
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» 188003082002122002
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Abstract

The background of this research starts from the unclear land rights that have been
registered after the issuance of the Regulation of the Minister of Public Works and Public
Housing Number 28 / PRT / M / 2016 conceming the Determination of River and Lake
Boundary Lines. The problem that arises from the iseuance of PUPR Regulation Number
28/PRT/M/2015 is the absence of legal certainty of land rights that have been registered
before the enactment of the Regulation In addition, the impact of the issuance of PUPR
Regulation Number 28 / PRT / M / 2018 delegates the authority so that appointed officials
issue rules in the form of determining river boundaries in their respective areas. In fact, it
is almost not found, especially in Muara Enim Regency, the determination of river
boundary lines made by officials appointed by the Candy. The purpose of the study is to
analyze how the legal certainty of land rights that have been registered after the
enactment of PUPR Regulation Number 28 / PRT / M / 2018, and how the impact of land
rights that have been registered after the enactment of PUPR Regulation Number 28 / PRT
/M / 2018, and How should the law regulate the rights to certified land that is designated
as the river boundary line in the future in order to provide equal justice for the
government and land rights holders. The method used in this study is normative. With the
literature study method, and using a statutory approach, conceptual approach and case
approach, which is then analyzed descriptively qualitatively. The results of this study
show that the results of this study are that the Ministry of Agrarian and Spatial Planning /
Land Agency The National will immediately issue a Technical Regulation on the
Regulation of the Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia
Number 28 / PRT / M / 2015 so that there is legal certainty for ownership of land rights
owned by the community, especially in river border areas. Local governments should
issue new regulations about establishing river boundaries and repealing all old
regulations, in order to realize legal certainty. The government needs to socialize to the
community and provide compensation for the rights owned by landowners set by the
government as the river border.

Key words: legal certainty, land rights, river boundaries. Object of Guarantee
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BAB1I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut
dengan UUD NRI 1945). Tanah merupakan salah satu asset Negara yang
sangat mendasar, karena Negara dan Bangsa hidup dan berkembang di
atas tanah, masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan
yang sangat penting, karena faktor utama dalam peningkatan
produktivitas agraria.!

Pada hakikatnya, hukum nasional mengakui dan menghormati hak
atas tanah yang dimiliki masyarakat, serta memberikan jaminan kepastian
hukum dengan dibentuk dan ditegakkannya Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA). Pembentukan UUPA adalah

untuk mewujudkan ketentuan Pasal 33 ayat (3).

! Hayatul Ismi, 2012, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat
Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, Jurnal llmu Hukum, Vol 3 No. 1.



Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi,
yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan
mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah
satu aspeknya, Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4
ayat (1) UUPA, bahwa Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan :

“Adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut
tanah yang dapat di berikan kepada dan dipunyai oleh orang-
orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang
lain serta badan-badan hukum, dengan demikian, jelaslah bahwa
tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan Bumi”. 2

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 6 yaitu semua hak atas
tanah mempunyai fungsi sosial. Menurut pendapat Huijbers yang dikutip
Maria S.W. Sumardjono, kepentingan Umum adalah kepentingan
masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu, antara
lain menyangkut perlindungan hak-hak individu sebagai warga Negara
dan menyangkut pengadaan serta pemeliharaan sarana publik dan
pelayanan publik. 3

Selain itu patut dirujuk pula dari Martin Dixon yang menyatakan,

bahwa tanah merupakan asset fisik dan merupakan hak. Tanah

2 Urip Santoso. 2012, Hukum Agraria Kajian Koprehensif, Jakarta, Kencana Prenada Group, HIm. 10.
8 Maria S. W Sumardjono, 2008, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Jakarta,
Kompas, him. 280



mengandung kekhususan yakni harus memenuhi kebutuhan dalam
kehidupan sosial, mengandung makna adanya system hukum tanah yang
berfungsi untuk menjamin kemanfaatan tanah untuk kepentingan
bersama.? pendapat tersebut diperkuat Maria S.W. Sumardjono yang
menegaskan keberadaan tanah sebagai social asset dan capital asset.
Sebagai social asset sarana pengikat kesatuan sosial dikalangan
masyarakat untuk hidup dan berkehidupan, sedangkan capital asset, tanah
merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai
benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan
dan obyek spekulasi.s

Secara teori, asas fungsi sosial hak atas tanah mengandung
pengakuan adanya kepentingan perorangan, kepentingan sosial, dan
kepentingan umum atas tanah. Asas fungsi sosial hak atas tanah memberi
kewenangan kepada pemilik hak untuk mempergunakan kepemilikan atas
tanah dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum, dengan
memperhatikan kepentingan masyarakat dan Negara. ©

Selain fungsi sosial hak atas tanah juga dapat dicabut untuk
kepentingan umum sebagaimana ditentukan Pasal 18 UUPA menentukan

bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan

4 Yustisia. 2016, Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum, Jurnal Hukum, Vol 5 No. 2
5 Ibid him 2
6 Ibid him 10



Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat
dicabut, dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara yang
diatur dengan Undang-Undang.

Penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pengadaan tanah untuk
kepentingan umum merupakan kegiatan menyediakan tanah bagi
kepentingan masyarakat luas, bangsa dan Negara dengan syarat menganti
rugi yang sesuai dan adil pada pihak-pihak yang terlibat dalam
mewujudkan kemakmuran rakyat.” Ganti kerugian sebagai suatu upaya
mewujudkan penghormatan kepada hak-hak dan kepentingan
perseorangan yang telah dikorbankan untuk kepentingan umum, dapat
disebut adil, apabila hal tersebut tidak membuat seseorang menjadi lebih
kaya, atau sebaliknya, menjadi lebih miskin dari pada keadaan semula. 8

Dalam kerangka tersebut Negara diberi kewenangan untuk
mengatur mulai dari perencanaan, pengunaan, menentukan hak-hak yang
dapat diberikan seseorang, serta mengatur hubungan hukum antara
orang-orang serta perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan
tanah.® Salah satu kawasan yang dimaksud adalah kawasan tanah Sepadan

Sungai atau Daerah Aliran Sungai (untuk selanjutnya disebut dengan DAS).

7 lbid HIm. 200

8 Maria S. W. Sumardjon, 2009, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Implementasi,
Jakarta : Kompas, him.80

% 1bid. him. 80



Daerah Aliran Sungai adalah zona penyangga antara ekosistem
perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh
tumbuhan dan/atau lahan basah.!® Tumbuhan tersebut berupa rumput,
semak ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai.
Sempadan sungai yang demikian itu sesungguhnya secara alami akan
terbentuk sendiri, sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan
ekosistem perairan (sungai), Namun Karena ketidak pahaman tentang
fungsinya yang sangat penting, umumnya di perkotaan, sempadan sungai
tersebut menjadi hilang didesak oleh peruntukkan lain, seperti berdirinya
bangunan-bangunan yang bersifat permanen. !!

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang
Sungai, Menurut ketentuan Pasal 5 :

(1) Garis Sempadan Sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar
sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari sebelah luar sepanjang
kaki tanggul.

(2) Garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan
pertimbangan teknis dan social ekonomis oleh pejabat yang

berwenang.

10 Bagas Nabilla, 2020, Kepemilikan Tanah diatas Tanah Sepadan Sungai yang telah bersertifikat Hak
Milik, Jurnal llmu Hukum, Vol. 5 No. 15.
1 1bid him 15



(3) Garis Sempadan sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul yang
berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan
tersendiri oleh pejabat yang berwenang.

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang
garis sempadan Sungai Menurut ketentuan Pasal 5 :

(1) Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan
perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a,
ditentukan ;

a. Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan
kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal
kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;

b. Paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan
kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal
kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20
(dua puluh) meter ; dan

c. Paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan
kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal
kedalaman sungai lebih dari (dua puluh) meter.

Berdasarkan pengakuan dari seorang warga kelurahan pasar I

Muara Enim dan kelurahan pasar Il Muara Enim yaitu Bapak A dan Bapak B



yang namanya disamarkan yang ternyata bahwa keduanya dalam
prateknya telah menguasai tanah dengan berbatasan sempadan sungai
dan mempunyai bukti kepemilikan berupa sertipikat Hak Milik, Namun
pada saat keduanya mau mengajukan kredit pada bank dengan
menjadikan sertipikat tersebut sebagai jaminan kredit, pihak bank melalui
Notaris rekanannya meminta untuk dilakukan pengecekan sertipikat
tersebut sebelum dipasang hak tanggungan, namun pada saat dilakukan
pengecekan oleh notaris, tanah tersebut masuk sempadan sungai
sehingga tidak dapat dijadikan jaminan kredit bank.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dibahas lebih
lanjut dan menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul “KEPASTIAN
HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK DIJADIKAN OBJEK
JAMINAN YANG DITETAPKAN PEMERINTAH SEBAGAI GARIS

SEMPADAN SUNGAI”

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka
permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Kepastian hukum hak atas tanah yang sudah terdaftar
setelah berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 ?



2. Bagaimana Dampak hak atas tanah yang sudah terdaftar setelah

berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Republik Indonesia No. 28/PRT/M/2015 ?

3. Bagaimana seharusnya hukum mengatur mengenai hak atas
tanah bersertifikat yang ditetapkan sebagai garis sempadan
Sungai di masa mendatang demi memberi keadilan yang
seimbang bagi pemerintah dan pemegang hak atas tanah ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan isu hukum di atas, maka tujuan dan kegunaan

penelitian dapat dirinci sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

a.

b.

C.

Untuk menganalisis kepastian hukum dari hak atas tanah yang
sudah terdaftar yang kemudian ditetapkan sebagai garis
sempadan sungai.

Untuk menganalisis dampak dari hak atas tanah yang sudah
terdaftar yang kemudian ditetapkan sebagai garis sempadan
sungai.

Untuk menganalisis Bagaimana seharusnya hukum mengatur
mengenai hak atas tanah bersertifikat yang ditetapkan sebagai

garis sempadan Sungai di masa mendatang demi memberi



keadilan yang seimbang bagi pemerintah dan pemegang hak
atas tanah.
Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan
teoritis dan kepentingan praktis, yaitu:
a. Secara teoritis, berguna untuk :
1. memberikan tambahan ilmu hukum formil terkait peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang dibuat pemerintah
2. memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para
akademisi hukum.
b. Manfaat Praktis
1. Bagi Badan Pertanahan Nasional, dimana hal ini dapat
dipergunakan sebagai kerangka dasar dalam berfikir dan
landasan bertindak selaku dari pejabat Negara yang memiliki
kewenangan dalam penyelesaian perselisihan terhadap

produk yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional.

2. Bagi masyarakat, sebagai sarana penambah ilmu
pengetahuan dan juga menambabh literasi dalam pengetahuan
seputar terkait dengan hal yang berhubungan dengan
penyelesaian sengketa terhadap produk Badan Pertanahan

Nasional.
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3. Bagi Pemilik Tanah di daerah sempadan Sungai agar dapat
memahami bagaimana kepastian hukum apabila hak yang
dimilikinya ditetapkan sebagai garis sempadan Sungai, serta
mengetahui aturan-aturan hukumnya apabila tanah yang

dimilikinya ditetapkan sebagai garis sempadan Sungai.

D. KERANGKA TEORI
Untuk memperoleh hasil yang maksimal maka penulis
menggunakan beberapa teori untuk memecahkan masalah yang
menjadi penelitian serta mencari jawabannya. Teori adalah untuk
memberikan argumentasi yang menyakinkan, bahwa yang
dijelaskan itu ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran
bahwa apa yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.!? Dalam
Penulisan tesis ini digunakan beberapa teori, yaitu:
a. Grand Theory
Grand Thoery yang digunakan adalah Teori Peran atau Fungsi
Negara, Negara sebagai alat masyarakat yang mempunyai
kekuasaan untuk mengatur hubungan antar manusia dan
mengatur gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Fungsi

Negara secara umum ada empat yakni melaksanakan ketertiban

12 H. R. Otje Salman S, Anton F susanto, 2013, Teori Hukum, Bandung: Refika Aditama,
hlm.45
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dan keamanan, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi
pertahanan dan keamanan serta fungsi penegakkan keadilan.
Sondang P. Siagian memberikan pandangan bahwa peranan

pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti
fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan,
fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi
pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.!* Namun pada
kenyataannya peran atau fungsi negara itu berada dalam sebuah
kondisi tertentu yang secara langsung mensyaratkan berbagai hal
antara lain :

Melaksanakan penertiban

Fungsi dari sebuah negara yang pertama adalah melaksanakan

penertiban. Hal ini dikarenakan dalam sebuah negara agar

tujuan bersama yang ingin diraih tercapai, harus adanya

penertiban yang merupakan sebuah bentuk pencegahan agar

bentrokan antara masyarakat tidak terjadi. Negara dalam hal ini

bertindak sebagai stabilisator yang menjaga keseimbangan

segala lingkungan yang ada di dalamnya.

13 Sondang P. Siagian, 2009, Administrasi Pembangunan, Jakarta, Grafindo Media, him. 132.



II.

III.

IV.
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Mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat

Fungsi dari sebuah negara yang kedua adalah mengusahakan
kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Negara dalam hal ini
memiliki arti bahwa akan selalu berusaha untuk
memperjuangkan kehidupan masyarakat di dalamnya dan
mengeluarkan usaha agar masyarakat yang ada dapat hidup
dengan makmur secara adil dan juga merata.

Pertahanan

Fungsi dari sebuah negara yang ketiga adalah pertahanan.
Dalam konteks ini, pertahanan negara merupakan suatu hal yang
sangat penting bagi berjalannya serta kelangsungan hidup dari
sebuah negara.

Menegakkan keadilan

Fungsi dari sebuah negara yang keempat adalah menegakkan
keadilan. Hal ini dikarenakan, keadilan merupakan suatu hal
yang penting dan bukanlah suatu status yang dapat langsung
terjadi, melainkan untuk meraih Lkeadilan ini sendiri
membutuhkan sebuah proses. Pada sebuah negara, terdapat
berbagai badan pengadilan yang dapat digunakan untuk
menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat di dalamnya.

Teori ini penulis gunakan untuk menjawab persoalan Bagaimana
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seharusnya hukum mengatur mengenai hak atas tanah
bersertifikat yang ditetapkan sebagai garis sempadan Sungai di
masa mendatang demi memberi keadilan yang seimbang bagi
pemerintah dan pemegang hak atas tanah.
b. Middel Range Theory

Middel Range Theory yang digunakan adalah Teori
Perlindungan  hukum, Prinsip-prinsip yang melandasi
perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila
sebagai pedoman hidup bernegara yang secara abstrak
memberikan gambaran adanya perlindungan bagi setiap warga
negara. Perlindungan hukum yang berdasarkan pada Pancasila
yaitu yang pertama adalah prinsip negara hukum sebagaimana
telah dijelaskan sebelumnya dan yang kedua adalah adanya
pengakuan harkat dan martabat manusia adalah konsekuensi
logis dari pengakuan akan eksistensi Tuhan, yakni mengakui
ciptaan-Nya dan ciptaan yang paling mulia adalah manusia.
Pengertian perlindungan hukum itu sendiri adalah segala bentuk
tindakan yang bertujuan memberikan kondisi aman, nyaman,
dan berkepastian hukum bagi subyek hukum baik orang

perorangan (persoon), maupun badan hukum (rechtpersoon).!*

14 Tim Prima Pena, 2000, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Gita Media Press, him. 205.
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Sedangkan menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan
perlindungan akan harkat dan martabat serta adanya pengakuan
kepada HAM yang dipunyai oleh setiap subyek hukum dalam
negara hukum atas dasar pengaturan hukum yang berlaku dalam
negara tersebut untuk mencegah tindakan kesewenang-
wenangan sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi
sebagai perlindungan atas kepentingan manusia. Oleh karena
itu, keberadaan hukum harus mampu memberikan jaminan
perlindungan terhadap setiap individu.!® Namun bentuk dari
perlindungan hukum itu antara lain :

1. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi
kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan
pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan
untuk mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan
sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang
diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat
melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya
dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum. Teori ini penulis

gunakan untuk menjawab persoalan kepastian hukum hak

15 Ibid, him. 205
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atas tanah yang sudah terdaftar setelah berlakunya Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Republik Indonesia
Nomor 28/PRT/M/2015
c. Applied Theory
Applied Theory yang digunakan adalah Kepastian
Hukum, Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum
merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus
dijalankan dengan cara vyang Dbaik. Kepastian hukum
menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam
perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang
dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek
yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum
berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.!®
Menurut pendapat Radbruch: Pengertian hukum dapat
dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan
untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek
pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti
kesamaan hak untuk semua orang didepan peradilan, aspek
kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan

isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang

16 Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, him.21
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hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau
legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi
sebagai peraturan.!?

Apabila dikaitkan dengan objek penelitian ini tentang
penggunaan upaya penelitian tesis ini, maka kerangka teori
diarahkan secara khusus pada ilmu hukum yang mengacu pada
penelitian hukum normatif. Penulisan ini berupaya guna
menganalisis secara hukum terhadap peraturan-peraturan yang
dibuat oleh pemerintah agar memperoleh tujuan hukum. Tujuan
hukum menurut hukum Lkonvensional adalah mewujudkan
keadilan (rechtsgerechtigheid), kemanfaatan (rechtsutiliteit) dan
kepastian hukum (rechtzekerheit).!®

Menurut Utrecht, bahwa “hukum bertugas menjamin
adanya kepastian hukum (rechtzekerheit) dalam pergaulan
manusia dan hubungan-hubungannya dalam pergaulan
kemasyarakatan. Hukum menjamin kepastian pada pihak yang
satu terhadap pihak yang lain”.!® Kepastian hukum dapat dicapai

apabila situasi tertentu:

17 Heo Huijbers, 2009, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cet VIII, yogyakarta: kanisius,
him.163.

18 Ahmad Ali, 2002, Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta: PT.
Gunung Agung. Tbk, him. 85.

19 M. Solly Lubis, Beberapa Pengertian Umum Tentang Hukum, (Program Studi llmu Hukum Sekolah
Pasca Sarjana USU), him. 17.
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. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten,

dan mudah diperoleh (accessible). Sehingga Hak Milik atas

Tanah memiliki kepastian hukum yang jelas.

. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-

aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan

taat tersebut.

. Warga secara principal menyesuaikan perilaku mereka

terhadap aturan-aturan tersebut;

. Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak

menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten

sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;

. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Teori ini digunakan untuk menjawab persoalan kepastian
hukum dan dampak hak atas tanah yang sudah terdaftar
setelah berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah normatif Menurut Irwansyah, Penelitian normatif adalah
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penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder.?? Penulis akan meneliti lebih
mendalam tentang Perundang-undangan No. 5 tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis
sempadan Sungai dan garis sempadan danau dan literatur-
literatur lainnya yang berkaitan dengan bidang hukum perdata.
khususnya dalam proses penyelesaian sengketa tanah terdaftar
(bersertipikat) terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia 28/PRT/M/2015 tentang
garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.
Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan untuk
penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undang (Statute
approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).21
Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis Peraturan Dasar
Pokok Agraria yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

20 [rwansyah, 2021, Penelitian Hukum, Yogyakarta: Mirra Buana Media, him. 42.
2peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, him.
133.
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Republik Indonesia No. 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis

sempadan sungai dan garis sempadan danau.

a. pendekatan perundang-undangan (statute Approach)
pendekatan penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian
ini adalah pendekatan perundang-undang (statute approach)
dan pendekatan konsep (conceptual approach).?? dalam hal
ini penulis mencoba menganalisis Peraturan mengenai Dasar
Pokok-Pokok Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.
28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai
dan garis sempadan danau.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penetapan
norma-norma hukum positif dalam pratik hukum, terutama
kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat
dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara
yang menjadi fokus penelitian. Benar bahwa kasus-kasus
yang terjadi bermakna empiris, namun kasus-kasus tersebut

dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak

22 peter Mahmud Marzuki. Op.Cit. him. 133.
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dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam Pratik
hukum, serta mengunakan hasil analisisnya untuk bahan
masukan (input) dalam eksplanasi. %3
c. pendekatan futuristik (Futuristik Approach)

Futuristtik mempunyai arti yang bersifat mengarah atau
menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang.
Pendekatan futuristik ini diperlukan dalam rangka untuk
menakar dan melihat bagaimana konsep aturan hukum yang
seharusnya dilakukan agar terciptanya kepastian hukum
terhadap tanah terdaftar (bersertipikat) terhadap Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia No. 28/PRT/M/2015.

3. Bahan Penelitian Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang
bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan
hukum  primer vyang Dberupa Perundang-undangan,
perundang-undangan catatan resmi atau risalan dalam

pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim?4.

2 |bid.
24 peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, him. 181.
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Perundang-undang yang digunakan dalam penulisan ini

terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia No. 28/PRT/M.2015 tentang
peraturan sempadan sungai dan sempadan danau.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini berupa

rancangan undang-undang, buku, jurnal-jurnal hukum,

kamus-kamus hukum, dan website yang terkait dengan
penelitian.?® Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah

jalan untuk pemecahan suatu permasalahan yang diteliti.

25 Amirudin, Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo,
him. 32.
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c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, artikel,
majalah hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan
yang penulis buat,?® yaitu mengenai dampak hukum terhadap
tanah terdaftar (bersertipikat) dengan berlakunya Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia No. 28/PRT/M/2015.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research)
dari bahan hukum yang ada berupa peraturan perundang-
undangan, literatur-literatur, buku-buku yang terkait dengan
bidang hukum terutama di bidang hukum perdata khususnya dalam
tanah terdaftar (bersertipikat). Dalam hal ini dikarenakan ruang
lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
normatif.?’
Metode lain yang digunakan selain library research yaitu

wawancara. Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam

26 Amirudin, Zainal Asikin , Loc.Cit.
21 M. Nazir, 2003, Metode Penelitian, Cetakan ke-5, Jakarta: Ghalia Indonesia, him. 27.
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penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang
atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung
informasi-informasi atau keterangan-keterangan.?® Pada metode
wawancara ini akan dilakukan kepada masyarakat khususnya di
Kabupaten Muara Enim untuk menilai serta memberikan masukan
terhadap implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 28/PRT/M/2015 tentang

penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau.

. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang telah lebih dulu dilakukan
dengan kajian mengidentifikasi, kemudian disusun dan
diinventarisir dan diolah melalui metode penafsiran hukum, yakni
metode yang dipakai dalam rangka menganalisis dan melakukan
pengambilan kesimpulan.

. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan
logika berpikir atau metode deduktif. Yaitu kesimpulan yang
diperoleh dari sesuatu yang umum dan berakhir pada suatu
kesimpulan baru yang bersifat khusus.?® Hasil penelitian ini

merupakan prosisi umum yang kemudian dihubungkan dengan

28 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, him. 81.
29 Arikunto, 2009, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, him. 72,
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permasalahan yang diteliti untuk memperoleh kesimpulan yang
bersifat lebih khusus guna untuk menjawab permasalahan yang

diangkat dalam penelitian ini.
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